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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 89/M-DAG/PER/10/2015

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing

industri nasional, perlu melakukan penyederhanaan

perizinan di bidang perdagangan, khususnya ekspor

produk industri kehutanan;

b. bahwa ketentuan ekspor produk industri kehutanan

dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-

DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk

Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-

DAG/PER/8/2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014

tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

dinilai sudah tidak relevan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf b, perlu mencabut Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014

tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 66/M-DAG/PER/8/2015 tentang
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Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

97/M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor

Produk Industri Kehutanan dinilai sudah tidak relevan

dan mengatur kembali ketentuan ekspor produk industri

kehutanan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang

Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi

Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
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4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5492);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5512);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,

Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3

Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh atas

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia

National Single Window;

9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
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12. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang

Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja

Periode Tahun 2014 - 2019;

13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-

IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara

Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda

Daftar Industri;

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-

DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan

Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik

Melalui INATRADE dalam Kerangka Indonesia National

Single Window;

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-

DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-

DAG/PER/8/2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-

DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 1187);

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-

DAG/PER/11/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan

Produk Rotan;

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-

DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang

Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 395);

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-

DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

844);

19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-

II/2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu

Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan

Penerbitan Dokumen V-Legal (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 454);
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20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-

II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada

Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.43/MENHUT-II/2014 tentang Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

1992);

21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-

DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi

atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Industri Kehutanan adalah produk kayu olahan

dan turunannya serta barang jadi rotan.

2. Kayu adalah bagian dari batang pohon yang mengandung

kambium (ligno selulosa) tidak termasuk bambu

dan/atau sejenisnya.

3. Dokumen V-Legal adalah dokumen yang menyatakan

bahwa produk Kayu tujuan ekspor memenuhi standar

verifikasi legalitas Kayu sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

4. Sertifikat Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat S-LK

adalah surat keterangan yang diberikan kepada

pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik

hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang izin,

pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak telah

memenuhi standar legalitas Kayu.
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